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ABSTRAK

Dalam Bab Ketujuh Buku [1I KUHperdata diatur mengenal perjanjian sewa-menyewa
rumah.tanah dan perabot rumah tangga, Ketentuan ini secara analogis juga berlaku dalam hal
perjanjian sewa-menyewa Umumnya.

Perjanjlan sewa-menyewa gudang termasuk dalam perjanjian sewa-menycwa yang
secara khusus diatur dalam stb. 1925 Nomor 10 yang masih tetap sebagai pedoman dalam
perjanjian sewa-menyewa gudang secara umum.

Dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa gudang im untuk mendapatkan data yang
lebih kongknt dan benar, penulis melakukan metode pendekatan masalah secara yuridis
sosiologis / empins dengan menggunakan alat pengumpulan data, yaitu observasi dan
wawaneara langsung dengan para pihak PT. PELINDO II dan PT. Varuna Tirta Prakasya
dimana peraturan mengenal perjanjlan sewa-menyewa gudang i ditentukan secara semhak
oleh pemerintah vang berwenang mengelola lingkungan pelabuhan dalam hal ini yaitu PT.
PELINDO II. Saat ini berlaku syarat dan Prosedure persewaan gudang yang termuat didalam
SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan 11 No. HK., 56/1/8/ PI-11-98 tentang Sistem dan Prosedure
Pelayanan Jasa Kepelabuhan untuk Barang pada PT.(Persero) Pelabuhan Il cab Telu Bayur.

Fasilitas pergudangan ini disewakan kepada Perusahaan Bongkar Muat yang dalam hal
ini khususnys PT. Varuna Tirta Prakasya merupakan salah satu perusahaan Bongkar Muai
vang terdapat di Pelabuhan Teluk Bayur, dimana perusahaan ini turut aktif menjadh salah satu
pelangean gudang milik PT.PELINDO 1L

PT. Varuna Tirta Prakasya sebagai pihak Penyewa dan PT.PELINDO II sebagai pihak
yang Menyewakan untuk dapat melaksanakan Hak dan Kewapibannya dengan baik maka
dituangkan dalam suatu surat perjanjian kerjasama sewa-menvewa gudang yang disepakat
oleh kedua belah pihak. Maka seandainya timbul kerisakan terbadap pudang maupun barang-
barang yang berada didalamnya, phak PT. PELINDO II sebagai pemilik pudang maupun prhak
pemilik barang dalam gudang dapat mengajukan tuntutan ganti kemigian kepada PT. VTP
sebagai pihak penyewa.

Tuntutan ganti kerugian ini dalm prakteknya hanva disclesaikan secara Interen diantara
para pihak vyaitu melalui mufakat atau musyawarah, dan belum permnah sampai pada pihak
ketiga atau pengadilan.

Perjanjian sewa menyewa gudang antara PT. Pelindo 1l dengan PT. VTP ini dinvatakan
berakhir bila

1. Berakhir dengan sendirinya jika jangka atau batas wakiu penyewaan gudang i telah
berakhir sesuai dengan apa yang telah diperjanjiakan.
2. Berakhir setelah dihentikan oleh salah satu pihak dengan memperhatikantenggang
wakiu terlentu.
3. Apabila barang musnah karena suatu peristiwa vang terjadi diluar kesalahan salah satu
pihak.
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PENDAHULUAN

. Latar Belakang Masalah

Syarat berdirinya suatu negara adalah adanya pemerintahan vang syah dan
berdaulat serta adanya wilayah dan rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Adapun
wilayah negara yang menjadi bahagian kekuasaan negara itu adalah daratan, lautan
serta ruang angkasa. Wilayah laut yang dipunvai negara memegang peranan penting
didalam perekonomian negara vang bersangkutan. Selain 1tu wilavah laut juga
diperpunakan didalam bidang pertahanan, yang berfungsi untuk mempertahankan

Integritas negara .

Dalam negara kesatuan Republik Indonesia scbagali negara kepulauan,
masvarakatnya dzlam menjalani kehidupan ditemui berbagai bentuk atau jenis usaha
vang memungkinkan orang mendapatkan natkah. Dan sinilah akan lahir bermacam-
macam golongan dalam masyarakat, stratatifikasi sosial atau pembagaian masyarakar
serta kondist alam yang berbeda-beda jelas akan membawa pengarth pada beherapa
bidang usaha, sehingga menuntut adanya kegiatan perdagangan dan transpontas:
antar dacrah. Dengan semakin ramainya dunia perdagangan dan semakin luasnya
hubungan dagang, maka kebutuhan akan alat-alat angkutan, khususnya anglkutan lam
sangal memegang peranan penting dalam pengangkutan antar pulau dan antar
negara, terutama pengangkutan dalam jumlah yang besar dan frekwensi vang teratur,

serta dengan biava angkutan vang relatit’ lebih murah

Untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan terscbut dibutubkan alat

wansportasi laut seperti kapal laut. Dalam hal pelaksanaan kepitan ini tentu



diperlukan kerjasama antara sesama manusia. Sebagai mana kita ketahul manusia
tidak dapat hidup sendirian, karena manusia adalah makhluk sosial Yang distilahkan
dengan * Zoon Paliticon” oleh Aristoteles. Oleh karena ttu manusia harus hidup
bermasyarakat atau saling bergantung pada makhluk hidup lainnya, terutama sesama

manusia.

Adanya saling ketergantungan sesama manusia itu dapat kita lihat dalam hal
kegiatan transportasi. Berdasarkan perkembangannya telah menimbulkan kegiatan-
kepiatan uvasaha vang memberikan layanan pada pamakai jasa transportasi laut
Seperti adanya penyediaan pergudangan. pemakaian transportasi dani tempat sumber
barang kepelabuhan arau kekapal serta fasilitas-fasilitas lain yang disediakan oleh
pelabuhan, yang mana fasilitas tersebut digunakan oleh perusahaan jasa transportasi
laut, sehingga terwujudlah saling ketergantungan kebutuhan diantara sesama

menusia antar daerah dan antar nepara.

Jasa transportasi laut ini berguna untuk memperlancar perpindahan orang
atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya, schingga denpan kelancaran arus
transportasi akan menimbulkan dampak positif berupa peningkatan mutu atau nilai

dari objek pengangkutan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, tampak jelas bahwa semua
orang berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pertama sckali dibidang
sandang dan pangan agar tidak terjadi pembenturan kepentingan diantara
masyarakat, maka oleh pemerintah ditetapkan aturan-aturan yang dilakukan olch
sctiap orang atau individu harus sesuai dengan aturan yang ditctapkan tersebut,

sehingga dapat dikatakan mereka sudah melakukan perbuatan hukum.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Prosedur pembuatan perjanjian sewa menyvewa gudang berpedonan pada
prosedur tertentu yang harus dilalui oleh setiap Perusahaan Bongkar Muat
yaitu Surat Dirckst Nomor HEK.56/1/3/PI-1I-1998 vyang ketentuannya
dituangkan dalam bentuk perjanjian standar dan ditentukan secara sepihak
oleh PT.PELINDO Il dimana PBM harus terlebih dahulu mengajukan surat
permohonan kepada PT. Pelindo 11 dan setelah ada kesepakatan maka dibuat

suatu surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak .

Dalam Perjanjian kerjasama ini terdapat para pihak vaitu PT PELINDO 11 dan

PT. VTP, dimana kewajiban PT. Pelindo 1 adalah -

a. Menyerahkan penggunaan gudang kepada penyewa.

b. Menjamin bahwa gudang yang diserahkan pada penyewa tidak dalam
ikatan dengan pihak lain.

Sedangkan hak-hak dan PT. Pelindo Il adalah;

a. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaaan gudang oleh
Penyewa.

b. Berhak menuntut sewa pemakaian gudang kepada Penyewa yang
menggunakan gudang PT. Pelindo 11

Adapun yang menjadi kewajiban PT. Varuna Tirta Prakasya sehagai pihak

penyewa adalah
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